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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

Pada setiap negara hukum seperti di Indonesia ini pasti 

memiliki tempat atau kantor peradilan hukum untuk 

menyelesaikan setiap masalah hukum yang ada, salah satunya 

yaitu Pengadilan Agama yang hadir di seluruh kabupaten dan 

kota di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, kewenangan Peradilan 

Agama dalam menerima perkara hanya berfokus pada bidang 

perdata, dan yang dapat mengajukan perkara di Pengadilan 

Agama hanya masyarakat yang beragama Islam. Dalam Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam 

Pasal 2 yang berbunyi : “Peradilan Agama adalah salah satu 

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang 

beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Disimpulkan bahwa 

Pengadilan Agama ini hanya bagian dari pada pengadilan-

pengadilan yang ada di Indonesia, bersifat khusus dan sah yang 

hanya berlaku untuk masyarakat yang berkeyakinan terhadap 

agama Islam. 1   

                                                             
1
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama, 2006. 
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Ada beberapa perkara yang di tangani oleh Pengadilan 

Agama salah satunya seperti perkara cerai talak, cerai gugat, 

harta bersama ,Itsbat nikah, pengesahan perkawinan dan 

dispensasi kawin. Dalam penelitian kali ini saya membahas 

perihal perceraian, Perceraian merupakan terputusnya hubungan 

antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri 

dalam  menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian 

dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara 

suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah 

berdasarkan hukum yang berlaku. Perceraian juga merupakan 

bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya 

perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari 

hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami 

isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan 

bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar 

perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa 

kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina 

dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak 

selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, 

walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan 

membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan . 

Dalam perceraian ada 2 jenis perkara yakni gugat cerai dan cerai 

talak. Cerai gugat yakni gugatan cerai yang di ajukan oleh pihak 

istri dengan alasan tertentu, karena pihak istri yang meminta 

talak, maka  pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di 

hadapan pengadilan agama dan pihak istri tidak mendapatkan 

bagian harta iddah dari suami. Sedangkan cerai talak yakni pihak 

suami mengajukan permohonan cerai dengan istrinya ke 

pengadilan agama dengan alasan tertentu, dan suami harus 

mengucapkan ikrar talak dan memberikan harta iddah dan tetap 

bertanggung jawab untuk membiayai hidup sang istri jika telah 

memiliki anak.
2
 

Dibalik adanya suatu perkara di pengadilan pada proses 

penyelesaiannya pasti terdapat sistem administrasi perkara, 

administrasi yang dimaksudkan di sini yakni administrasi 

peradilan agama, dalam pelaksanaan adimistrasi peradilan agama 

adanya asas hukum yang berlaku di lingkungan peradilan agama. 

Sesuai hukum materil dan formilnya untuk mengadili perkara 

yang sesuai dengan kompentensi pengadilan agama itu sendiri 

                                                             
2
 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, (Yogyakarta, 

Bening Pustaka, 2020), H. 162 
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dan sesuai zona wilayah, kemudian berdasarkan adanya surat 

Keputusan Ketua Mahakamah Agung Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Peradilan dan Peraturan 

Perudangan lainnya yang berlaku, maka berlakunya sistem 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menjadi kewajiban 

Pengadilan Agama untuk melaksanakan sistem PTSP. Pada 

prinsipinya, prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama 

ditentukan dengan model unit, yang disebut meja I (satu) , meja II 

(dua), meja III (tiga) yang masing-masing unit mempunyai tugas 

dan tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu dengan 

yang lain
3
,  

Ada pula administrasi perkara di persidangan  yang 

ditugaskan kepada panitera, panitera selaku pelaksana aktivitas 

administrasi memiliki tugas, yakni; 

1. Pelaksana Administrasi Perkara 

Pada pelaksanaan administrasi ini panitera memiliki 

tugas untuk membimbing bawahannya, yakni wakil panitera, 

                                                             
3
Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama Pola 

Bindalmin Dan Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Praktek, (Bandung, 

Manda Manjur, 2013). h.65-69. 
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panitera muda hukum (Pengadilan Agama), panitera muda 

gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda banding 

serta panitera muda hukum (Pengadilan Tinggi Agama). 

2. Pendamping Hakim dalam Persidangan 

Pendamping hakim memiliki kewajiban untuk 

mencatat segala hal yang terjadi pada persidangan dari 

dimulainya sidang hingga akhir penutupan sidang yang 

ditutup oleh hakim. Dan hasil dari catatan tersebut dibuat 

dalam format kabar kegiatan sidang. 

3. Pelaksana Putusan dan Penetapan Pengadilan serta Tugas 

Kejurusitaan. 

Pelaksana putusan berfungsi membantu hakim dalam 

proses melakukan pemeriksaan perkara sampai kepada 

menentukan putusan akhir/ penetapan (eksekusi)4 

Akan tetapi dalam UU No 50 Tahun 2009 yang 

membahas tentang Peradilan Agama bahwasanya, 

                                                             
4
 Satria Rio, „Penerapan Dan Pelaksanaan Pola Pembinaan Dan 

Pengendalian Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama‟, 

1991,.h.19. 

https://www.pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Pola-

Binadalmin- di-Era-Peradilan -Moderen. Diakses Pada 15 Maret 2021, pukul 

14.53 WIB. 

https://www.pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Pola-Binadalmin-di-Era-Peradilan-Moderen
https://www.pta-bandarlampung.go.id/images/artikel/Pola-Binadalmin-di-Era-Peradilan-Moderen


 6 

“dikarenakan banyak tugas dan berbagai macam perkara yang 

harus diselesaikan di pengadilan, pada pelaksanaan setiap  

administrasi itu berbeda dari mulai jenis dan penanganannya. 

Ada dua jenis administrasi, yaitu umum dan kepaniteraan atau 

perkara. Administrasi umum itu tugas daripada sekretaris dan 

administrasi kepaniteraan sendiri tugas dari panitera”.5 Hal 

tersebut menghasilkan dua divisi yakni, kesekretariatan dan 

kepaniteraan. Panitera dan wakil panitera bertugas 

memproses administrasi kepaniteraan atau perkara akan tetapi 

sekretaris dan wakilnya bertugas menangani perihal 

administrasi umum. 

Mahkamah Agung merupakan salah satu tempat 

berjalannya sistem peradilan yang tidak ingin kehilangan 

kesempatan untuk lebih maju dalam penyelenggaraan 

peradilan sesuai dengan kemajuan teknologi pada masa ini, 

pihak Mahkamah Agung ingin memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi ini sebagai jalan untuk memperbaiki 

                                                             
5
 Susilo Bambang Yudhoyono, „UU RI Nomor 50 Tahun 2009 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Pengadilan Agama‟, 2009, h.11. 
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sistem-sistem penyelenggaraan peradilan agar tidak ada 

kelambatan dalam penanganan perkara, tidak ada lagi 

kekurangannya akses terhadap keadilan, dan  memperbaiki 

integritas dan profesionalisme aparatur Mahkamah Agung.6 

Maka dari itu Mahkamah Agung menciptakan 

penyelesaian perkara secara online dan dijuluki dengan e-

court atau aplikasi administrasi perkara berbasis online yaitu 

hasil dari pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No 

3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi perkara secara 

Elektronik di seluruh jenis pengadilan di Indonesia pada 

Maret 2018 serta diresmikannya aplikasi e-court ini pada Juli 

2018.7 

E-Court sendiri memiliki makna yakni suatu 

instrumen pengadilan di Indonesia selaku wujud pelayanan 

terhadap warganya dalam perihal registrasi perkara online, 

pembayaran menggunakan e-payment, pemanggilan online 

serta sidang pun dilaksanakan online dengan catatan 

                                                             
6
 Ika Atikah, „Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap 

Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia‟, Proceeding- Open 

Society Conference, 2018, h. 109. 
7
 Fahmi Putra Hidayat and Asni, „Efektifitas Penerapan E-Court 

Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar‟, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No.1 (2020), h. 104. 
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penggugat dan tergugat mengirimkan dokumen sidang 

(Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) kepada pihak 

pelaksana atau pengadilan terkait. Dengan aplikasi ini 

Mahkamah Agung RI berharap dapat mempermudah sistem 

penyelesaian perkara di peradilan-peradilan di Indonesia salah 

satunya Pengadilan Agama. 

Adapun keuntungan dari pada sistem penyelesaian 

perkara dengan cara online atau menggunakan e-court ini 

meliputi: 

a. Penggugat bisa meminimalisir waktu dan keuangan pada 

proses penyelesaian sebuah perkara.  

b. Mempermudah pembayaran biaya untuk penyelesaian 

perkara dengan tidak berkunjung langsung ke Pengadilan, 

hanya dengan menggunakan pembayaran elektronik. 

c. Mengirimkan dokumen dengan rapi, data dokumen 

tersebut tersimpan  dengan baik dan dapat mengaksesnya 

dengan sangat mudah. 

d. Penyelesaian perkara dan sinkronisasi data lebih cepat 8 

                                                             
8
 Mahkamah Agung, „Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 

2019 : The Electronic Justice System‟, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

2019, h.14. 
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Dalam perkembangan kemajuan aplikasi e-court ini 

dapat dilakukan dengan dua cara guna, yakni dengan 

memakai pengguna terdaftar (Advokat) dan pengguna 

insidentil (Non Advokat) yakni perseorangan, pemerintah dan 

badan hukum. Penggunaan akun bagi pengguna insidentil 

(non advokat) hanya dapat berlaku satu kali disaat sidang 

tersebut dilaksanakan secara elektronik dan dua minggu 

setelah bertepatan pada putusan, pengguna insidentil tidak 

dapat lagi mengakses informasi perkaranya. Apabila ingin 

mengakses akun kembali wajib melakukan aktivasi kembali 

ke pihak pengadilan. Seluruh pengguna insidentil 

mendapatkan metode kebutuhan informasi yang berbeda di 

setiap melaksanakan registrasi, pendaftaran akun tersebut 

arahkan ke pengadilan yang sesuai dengan domisili pelaksana 

untuk mendaftarkan diri menggunakan aplikasi e- court.9 

Kemudian Desember 2019, munculah fenomena aneh 

yang pertama ada  di kota Wuhan, China. Setelah itu World 

Health Organization (WHO) mengabarkan pada 11 Februari 2020 

                                                             
9
 Mahkamah Agung, „Buku Panduan E-court…………., h. 4‟. 
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fenomena tersebut adalah Coronavirus Disease atau sering 

disebut virus covid-19.10 

Virus corona menular dari manusia terhadap manusia 

lainya serta menyebar secara cepat di China dan sudah lebih dari 

190 negara.
  

Pada 12 Maret 2020, WHO menyampaikan 

coronavirus sebagai pandemi. Pada 29 Maret 2020  sudah 

tercatat 634.835 kasus dan 33.106  korban yang meninggal  di 

seluruh dunia. Pada saat itu di Indonesia sendiri tercatat 1.528 

kasus positif Covid-19 dan 136  korban virus tersebut yang 

meninggal. Berjalannya waktu virus ini seperti meneror 

masyarakat di dunia, apalagi sudah merenggut ribuan nyawa 

hanya dengan waktu yang singkat. Banyak upaya pencegahan 

virus, pengobatan korban, dan sebagainya telah dimaksimalkan 

demi mencegah tersebarnya virus tersebut, sampai dilakukannya 

social distancing dan lockdown di kota-kota besar yang beresiko 

terpaparnya virus corona ini. Pada keyakinan ajaran Islam wabah 

corona ini yakni ujian bagi makhluk-Nya agar tetap mendekatkan 

diri kepada Allah. Dalam Islam telah diajarkan istilah social 

                                                             
10

 Majalah Resmi Perhimpunan dokter paru Indonesia, „Jurnal 

Respirologi Indonesia‟, Jurnal Respirologi Indonesia, No.20 , 2020. h. 71. 
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distancing dan lockdown untuk pencegahan penularan suatu 

penyakit, Para ulama berpendapat tentang Istilah penyakit ini 

disebut dengan Tho’un yakni wabah yang mengakibatkan 

masyarakat sakit dan berisiko menularkannya.11 

Hampir satu miliar masyarakat di dunia hidup dengan 

gangguan mental dan setiap 40 detiknya ada manusia yang 

mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sebuah survei WHO 

baru-baru ini menemukan bahwasanya akibat dari  covid-19  

telah memberhentikan layanan kesehatan mental di 93% negara, 

padahal banyak sekali pasien yang ingin menyembuhkan 

kesehatan mental mereka.  Lebih dari 200.000 bayi lahir mati, 

tambahan dapat terjadi selama 12 bulan ke depan di 117 bayi 

lahir mati dan negara berpenghasilan menengah karena gangguan 

terkait covid yang parah dalam pelayanan perawatan kesehatan 

menurut ke laporan gabungan pertama tentang perkiraan lahir 

mati. Sekitar 2 juta bayi lahir mati setiap tahun, dengan sebagian 

besar kematian ini dihindari dengan perawatan berkualitas tinggi 

                                                             
11

 Adityo Susilo and others, „Coronavirus Disease 2019: Tinjauan 

Literatur Terkini‟, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol.l7. No.1 (2020), 

h.45. 
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sebelum melahirkan dan selama kelahiran. Covid-19 merupakan 

tantangan besar bagi semua orang dan semua kalangan,  terutama 

untuk mereka kaum ekonomi menengah ke bawah dan sedang 

menjalani sebuah bahtera rumah tangga, yang mengakibatkan 

semakin banyaknya masalah di dalam rumah tangga dan berakhir 

dengan perceraian.12 

Maka dari itu Pelaksanaan perkara di pengadilan yang 

mudah, tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga serta 

menghemat biaya penyelesaian perkaranya adalah bentuk kerja 

nyata dari pengadilan untuk memberikan keadilan serta kepastian 

hukum terhadap masyarakat.  International Consortium For 

Court Excellence (ICCE) berpendapat bahwa pengadilan yang 

memiliki efektifitas dan efisien waktu  termasuk salah satu 

peradilan yang unggul. Hal tersebut dipengaruhi oleh sarana-

sarana yang ada, salah satu dari itu yakni dalam pemanfaatan 

teknologi informasi. Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

telah meluncurkan aplikasi e-court untuk mempermudah seluruh 

masyarakatnya dalam menyelesaikan perkaranya hanya dengan 

                                                             
12

 Y Yuliana, „Corona Virus Diseases (Covid-19): Sebuah Tinjauan 

Literatur‟, Wellness And Healthy Magazine, Vol.2. No.1 (2020), h.87–92. 
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berdiam diri di rumah dan melakukan nya secara online, pada 

masa Pandemi ini, kita bisa merasakan efek positif dari pada 

adanya aplikasi tersebut, salah satunya bisa meminimalisir virus 

covid-19 menyebar, karena itu salah satu cara kita sebagai 

masyarakat untuk membantu semua pihak dalam membasmi virus 

covid-19 ini.13  

Sebagaimana yang telah tertuang di latar belakang, 

penelitian yang dilakukan oleh penulis, berjudul “Urgensi 

Penyelesaian Perkara Gugatan Perceraian Menggunakan 

Sistem E-Court di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Pandeglang)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah sangat penting dalam riset, pada 

perumusan masalah penulis mengidentifikasikan persoalan yang 

di riset sehingga tujuan penelitian menjadi jelas, tersusun dan 

sesuai dengan perencanaan. Hubungannya telah tertuang dalam 

latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yakni, sebagai berikut: 
                                                             

13
 Fahmi Putra Hidayat and Asni, „Efektifitas Penerapan E-Court 

Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar‟, Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 2. No.1 (2020), h. 100. 
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1. Bagaimana sistem e-court dalam penyelesaian perkara 

gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang di masa 

pandemi covid-19? 

2. Bagaimana tata cara persidangan biasa dan persidangan 

secara elektronik (e-litigasi) melalui e-court di Pengadilan 

Agama Pandeglang? 

 

C. Fokus Penelitian  

Dilakukannya penelitian ini berfokus pada pembahasan 

sebagaimana pentingnya pelaksanaan penyelesaian perkara 

gugatan perceraian menggunakan sistem baru yakni secara 

elektronik atau menggunakan aplikasi e-court pada masa 

pandemi covid-19, disaat pemerintah membuat aturan kepada 

semua kalangan masyarakat dengan diharuskan mengurangi 

kegiatan di luar rumah, selalu menjaga kesehatan, dan menaati 

aturan pemerintah untuk pencegahan penyebaran virus covid-19,  

penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Pandeglang. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Ada beberapa tujuan pada penelitian ini, yakni; 
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1. Untuk mengetahui sistem e-court dalam penyelesaian 

perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama 

Pandeglang di masa pandemi covid-19. 

2. Untuk mengetahui tata cara persidangan biasa dan 

persidangan secara elektronik (e-litigasi) melalui e-court 

di Pengadilan Agama Pandeglang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian penulis berharap dapat memberikan 

bermanfaat dan berguna bagi semua pihak secara teoritis maupun 

praktis, adapun manfaatnya ialah: 

 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat secara teoritis yakni mampu memberikan 

referensi baru untuk semua pihak yang terutama dalam bidang 

ilmu beracara di pengadilan pada penyelesaian perkara 

gugatan perceraian menggunakan sistem e-court di 

Pengadilan Agama dan urgensinya pada masa pandemi covid-

19 ini. 
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2. Manfaat Praktis  

Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang penyelesaian perkara gugatan perceraian 

menggunakan e-court dan urgensi nya pada masa adanya 

coronavirus ini.  

 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Studi tentang urgensi penyelesaian perkara dengan aplikasi 

e-court pada masa pandemi corona virus di Pengadilan Agama 

Pandeglang, belum dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, 

tetapi pada penelitian terdahulu kali ini penulis menggunakan 

rujukan dari hasil penelitian peneliti lain yang digunakan sebagai 

bahan referensi yang berkaitan dengan penelitian penulis, yakni antara 

lain: 

1. Muhammad Albi Haris Jen, “Penerapan Sistem E-Court Di 

Pengadilan Agama Karawang Hubungannya Dengan Asas 

Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan” Mahasiswa UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, Tahun 2019. Penelitian ini 

membahas bagaimana penerapan sistem penyelesaian perkara 

menggunakan sistem e-court bahwasanya e-court sendiri 



 17 

memiliki tujuan yakni asas sderhana, biaya ringan dan cepat, 

bukti dari pada pihak MA mengikuti kemajuan teknoligi yang 

lebih mempermudah segala proses apapun termasuk sistem 

beracara dan untuk bagaimana mengetahui dasar hukum 

penggunaan sistem e-court dan penerapan e-courtnya pada 

asas sederhana, biaya ringan dan cepat di Pengadilan 

Bandung.14
 

2. Cholis Shotul Malikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama 

Pekanbaru” Mahasiswa UIN Sultan Syarif  Kasim Riau, 

Tahun 2020. Penulis disini melakukan penelitian mengenai 

pandangan hukum Islam terhadap sistem penyelesaian 

perkara secara elektronik, dimana penulis menjelaskan 

bahwasanya hukum Islam membolehkan kegunaan aplikasi e-

court ini. dan meneiti tentang E-court menurut PERMA No 3 

Tahun 2018 Jo No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi 

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan 

                                                             
14

 Haris Albi, „Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama 

Karawang Hubungannya Dengan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya 

Ringan‟,Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. 
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dan pandangan menurut hukum islam penelitian ini dilakukan 

di Pengadilan Pekanbaru.15
 

3. Novitalia,“Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di 

Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA kota 

Palembang)”.  Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, 

Tahun 2020. Penulis ini melakukan penelitian mengenai 

dampak dari pada penggunaan aplikasi e-court sisi kelebihan 

dan kekurangannya dan bagaimana upaya peningkatan 

pengguna aplikasi e-court ini di setiap pengadilan di 

indonesia, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 

Kelas IA kota Palembang.16
 

Sedangkan penelitian yang penulis bahas ini mengenai 

pentingnya penyelesaian perkara gugatan perceraian dengan 

menggunakan aplikasi e-court dengan tujuan untuk 

meminimalisir penyebaran virus covid 19 di Pengadilan Agama 

Pandeglang. 

                                                             
15

 Cholis Shotul Malikah, „Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Sistem E Court Di Pengadilan Agama Pekanbaru‟, Skripsi UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2020, 130.. 
16

 Novitalia, „Analisis Yuridis Penggunaan E-Court Di Pengadilan 

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas Ia Kota Palembang)‟, Skripsi UIN 

Raden Fatah Palembang, 2020. 
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G. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran ialah bagian daripada teori yang 

terkandung dalam tinjauan pustaka, yang berupa pengetahuan 

umum dari teori yang ditetapkan sebagai solusi dalam rumusan 

masalah. Bentuk kerangka pemikiran sendiri dapat berupa 

deskriptif  kualitatif, bagan, atau gabungan dari kedua bentuk 

tersebut. . 

Pengadilan agama yakni makna dari Godsdienstige 

Rechtspraak. Pengadilan Agama ialah sebuah wadah atau tempat 

mencari keadilan atau penyelesaian perkara hukum yang 

dilaksanakan dengan perpedoman pada peraturan perundang-

undangan dan dalam aturan agama Islam.17 Tak luput dari 

pengadilan lain di Indonesia pengadilan agama mempunyai tugas 

dan wewenang diberikan berdasarkan pada UU No. 3 Tahun 2006 

Pasal 49 dan 52   atas perubahan  UU No. 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. Pengadilan agama mempunyai tugas untuk 

memeriksa perkara, memutuskan perkara dan menyelesaikan 

perkara pada tingkat pertama dan kepada masyarakat yang 

                                                             
17

 M Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata 

Peradilan Agama, (Jakarta Ind Hill Co, 1999), h.12. 
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agamanya Islam. Dalam hal berikut: Perkawinan, Waris, Wasiat, 

Hibah, Wakaf, Shadaqah, Zakat, Infaq dan  Ekonomi Syariah; 

memberikan fakta, pertimbangan serta nasehat hukum Islam pada 

instansi pemerintah pada daerah hukumnya jika diminta dan 

menyampaikan itsbat kesaksian rukyat hilal dan penentuan arah 

kiblat dan waktu sholat serta wewenang lain.18 

Pada penelitian ini penulis berfokus pada penyelesaian 

gugatan perceraian di pengadilan Agama, Perceraian sendiri 

yakni bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa 

adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal 

dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami 

isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan 

bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar 

perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa 

kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina 

dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak 

selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, 

walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan 

                                                             
18

 Republik Pokja Perdata Agama Mahkamah Agung RI, Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, 2010, LIII. indonesia. 
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membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka 

harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan. 

Bila proses perceraian  tidak bisa di selesaikan dengan cara 

kekeluargaan, maka diselesaikan di Pengadilan dengan cara 

mmendaftarkan perkara ke pihak pegawai administrasi 

pengadilang yang biasa di sebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) yang menjadi kewajiban Pengadilan Agama untuk 

melaksanakan sistem PTSP. Pada prinsipinya, prosedur 

penerimaan perkara di Pengadilan Agama ditentukan dengan 

model unit, yang disebut meja I (satu) , meja II (dua), meja III 

(tiga) yang masing-masing unit mempunyai tugas dan tanggung 

jawab sendiri-sendiri tetapi berkaitan satu dengan yang lain, 

inilah beberapa tanggung jawab pegawai meja PTSP: 

1. Meja I (satu),  bertugas;  

a. Menerima perkara-perkara (Gugatan, Permohonan, 

Perlawanan (Verzet), Derden Verzet, Banding, Kasasi, 

Permohonan peninjauan kembali, Ekseskusi, 

penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya 

eksekusi) 
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b. Membuat surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam 

rangkap empat dan menyerahkan SKUM tersebut 

kepada calon penggugat/pemohon. 

c. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan 

kepada calon penggugat/pemohon. 

d. Selain tugas penerimaan perkara, maka meja sattu 

berkewajiban memberikan penjelasan yang dianggap 

perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan. 

2. Meja II, bertugas : 

a. Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon 

penggugat/pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah 

tergugat/terlawan ditambah dua rangkap. 

b. Menerima surat permohonan dari calon sekurang-

kurangnya sebanyak dua rangkap. 

c. Menerima tindasan pertama SKUM dari calon 

penggugat/pemohon/pelawan. 

d. Mendaftar/mencatat surat gugatan/permohonan dalam 

register yang bersangkutan serta memberi nomor 

register pada surat gugatan/permohonan tersebut.  
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e. Nomor register diambil dari nomor pendaftaran yang 

diberikan oleh pemegang kas (kasir). 

f. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan 

/permohonan yang ttelah diberi nomor register kepada 

penggugat atau pemohon. 

g. Asli surat gugatan/permohonan dimasukkan dalam 

sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan 

SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan 

gugatan/permohonan, disampaikan kepada wakil 

panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan 

/permohonan tersebut disampaikan kepada ketua 

Pengadilan Agama (PA) melalui penitera. 

h. Mendaftar/mencatat putusan PA/PTA/MA dalam 

semua buku register yang bersangkutan. 

3. Meja III, bertugas;  

a. Menyerahkan salinan putusan PA/PTA/MA kepada 

yang berkepentingan. 

b. Menyerahkan salinan penetapan PA kepada pihak yang 

berkepentingan. 
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c. Menerima memori/kontra memori banding/ 

memori/kontra kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan 

kembali dan lain-lain. 

d. Menyusun/menjahit/mempersiapkan berkas. 

Ada beberapa bentuk penyelesaian perkara pada 

Pengadilan Agama yakni secara mediasi, langsung dilakukan di 

pengadilan agama setempat atau dengan menggunakan cara 

elektronik memakai e-court penulis disini lebih berfokus pada 

penggunaan aplikasi e-court. Aplikasi ini sudah digunakan oleh 

seluruh pengadilan di Indonesia bertujuan untuk memudahkan 

masyarakat dalam menyelesaikan perkara dengan memakai asas 

sederhana, biaya ringan, dan proses cepat. Yang tertuang dalam 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No 3 

Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara 

elektronik.19 Penggunaan aplikasi e-court sendiri sangat 

dianjurkan di masa pandemi covid-19 ini, untuk meminimalisir 

penularan virus tersebut.  
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 Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 

3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara 

Elektronik. 
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H. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode 

penelitian kualitatif, adalah suatu metode yang mendeskripsikan 

dan memberikan gambaran suatu jawaban atas masalah yang 

penulis cari dengan cara sebagai berikut; 

1. Menentukan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama 

Pandeglang, yang lebih tepat nya bertempat di Jl. Raya 

Labuan KM.03 Maja Sukaratu Pandeglang Kecamatan 

Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 

2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field 

research). Dikategorikan sebagai metode penelitian kualitatif 

yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan mengklasifikasi 

mengenai suatu fenomena dan kenyataan yang terjadi.20 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Pada Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan 

tiga langkah penelitian kualitatif yakni,  
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 Masnur Muslich, Bagaimana Menulis Skripsi? , (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2009), h.9. 
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a. Observasi 

Observasi ialah bagian dari proses penelitian oleh 

penulis yang dilakukan dengan mendetail untuk 

mendapatkan informasi yang penulis butuhkan pada 

penelitian ini terutama dalam hal manajemen administrasi 

berbasis online, mengamati pegawai pengadilan yang 

handal dalam bidang tersebut dan penyelesaian perkara di 

Pengadilan Agama Pandeglang. 

b. Wawancara 

Wawancara ialah salah satu teknik memperoleh 

data melalui proses tanya  jawab kepada pihak-pihak yang 

berkaitan dengan tujuan  penelitian. Pada saat melakukan 

wawancara penulis memberikan beberapa pertanyaan 

kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini 

seperti petugas PTSP, panitera, hakim maupun kepada 

pengguna aplikasi e-court tersebut. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan bagian dari teknik 

pengumpulan data yang memiliki fungsi mendapatkan 
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informasi berupa data, gambar ataupun video yang 

berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. 

d. Studi Kepustakaan  

Pada studi kepustakaan ini, penulis memanfaatkan 

sumber data seperti buku, jurnal, artikel  untuk bisa 

mendapatkan data dan informasi yang berhubungan 

dengan objek penelitian, yaitu dengan menelaah, 

menggali dan mengumpulkan teori-teori penelitian yang 

berhubungan dengan penelitian kali ini yakni pentingnya 

penyelesaian perkara gugatan perceraian menggunakan e-

court pada pandemi covid-19. 

4. Sumber Data 

Sumber data didapatkan langsung oleh penulis, yang 

berasal dari lapangan. Data tersebut diperoleh dari responden 

yang memahami jawaban dari pertanyaan penulis. Sumber 

data yang penulis digunakan ada dua sumber yakni  data 

primer dan sekunder. 

a. Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh 

penulis di lapangan, dengan mengadakan penelitian 
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perorangan ,kelompok atau instansi yang paham akan 

permasalahan yang kita cari jawabannya. Penulis 

mendapatkan data primer pada penelitian ini dengan 

mewawancarai  bagian sistem informasi, panitera dan yang 

menangani perihal e-court. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang bersumber dari 

buku, jurnal ilmiyah, internet, peraturan perundang-undangan, 

artikel, dan  sumber literatur lainnya. Melalui kajian 

kepustakaan ini penulis memiliki target untuk mendapatkan 

landasan teori, yang bersumber dari; buku ilmiah, jurnal 

ilmiah, PERMA Nomor 3 Tahun 2018, dan peraturan 

Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan penelitian 

penulis. 

5. Analisis Data 

Analisis data yakni bagian penting dalam sebuah 

penelitian. Dimana penulis melakukan proses studi analisis, 

pengkajian, pemeriksaan data secara mendetail dari proses 

tersebut penulis akan mendapatkan jawaban dari sebuah 
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penelitian. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yakni, 

teknik analisis data kualitatif. Ada beberapa tahapan analisis 

data kualitatif, yakni:  

a. Data-data yang ada dikumpulkan dan mengklasifikasikan 

sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu tentang 

pentingnya penggunaan e-court dalam pelaksanaan 

penyelesaian perkara di masa covid-19 ini. 

b. Mengolah dan menganalisis seluruh data yang telah 

didapatkan dari Pengadilan Agama pandeglang dan 

Website Pengadilan Agama pandeglang sesuai dengan 

rumusan masalah. 

c. Tahapan terakhir, penulis menarik kesimpulan untuk 

sebuah hasil penelitian. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Pada penyusunan skripsi, terdapat beberapa pembahasan 

yang tersusun di dalam beberapa bab, dan kemudian di dalam 

bab-bab tersebut terdapat sub-sub pembahasan yang telah 

tersistematis, adapun bab-bab tersebut ialah: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab I ini, membahas perihal sistematika pembahasan 

yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pembahasan  pada bab ini  meliputi kondisi geografis dan 

demografis, sejarah pada Pengadilan Agama Pandeglang, Visi 

dan Misi Pengadilan Agama Pandeglang, Struktur Organisasi 

Pengadilan Agama Pandeglang, Kewenangan Pengadilan Agama 

Pandeglang, Fungsi dan Tugas Pokok Struktur Pengadilan Agama 

Pandeglang. 

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG E-COURT  

Pembahasan bab ini penulis melakukan kajian teoritis 

yang meliputi  apa pengertian e-court, dasar hukumnya, fungsi 

dari pada e-court, dan bagaimana penyelesaian perkara 

menggunakan e-court. 
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BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pembahasan pada bab ini penulis akan mendeskripsikan 

hasil dari penelitian yang penulis lakukan perihal urgensi 

penyelesaian perkara menggunakan aplikasi e-court pada masa 

pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Pandeglang.  

BAB V  : PENUTUP  

Ini merupakan bab akhir dari pada sebuah penelitian, 

yakni kesimpulan sebuah penelitian dan saran-sarannya.  

 


